PUTUSAN
Nomor 1384/Pdt. G/2016/PA Tmk

sl Gas sl il py

DEMI! KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotz Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada fingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
putusan perkara cerai gugat antara.

agama islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan 1, tempat kediaman
di Sindanggaiih RT.003 RW. 011 Kelurahan Kahuripan Kecamatan
Tawang Kota Tasikmalaya, dalam hal ni memberikan kuasa khusus
kepada SALEH CAHYANA, SH dan IRFAN SAFEIl, SH, Advokat /
Penasehat Hukum yang berkantor di JI. HZ. Mustepa No. 208 Cihideung
Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa xhusus tanggai 20 Agustus
2016 vyang telah didaftar daiam Register Kuasa Nomor
1654/Reg. K/2016/PA. Tmk. tanggal 20 September 2016 sebagai
Panggugat;
metawan
I urmur 37 tahun, agama

Istam, pekerjaan PNS, pendidikan 51, tempat kediaman di SMK Negri 7
Garut, Ji. Raya Wado Desa Cisitu Kecamatan Malangbong Kabupaten
Garut, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di

persigangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya anggal 25 Agustus 2016
telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di  Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan MNomer
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1384/PALGR2016/PA TmME, tanggal 20 September 2016, dengan dalil-dalil

sebagai barikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat Pada Tanggal 08 Juli
2005 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota
Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata datam Kutipan
Akta Nikah No. 319/30M7IP2006, Tertanggal 10 Juli 2006;

2. Bahwa seteiah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah merasakan
kehidupan berumah tangga vang bahagiz dan sudah dikaruniai keturunan 2
{duz) orang anak, yatu :

- Elvaretta Nurputri Andriana lahir 11 Mei 2007
-  Muhammad Elfarouqi Putra Andriana lahir 17 September 2014

3. Bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat semula harmonie,
namun sejak usia pernikahan yang ke 8 {delapan} tahun kurang lebih pada
Akhir 2014 sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihnan dan
pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan dan keadzan
tersebut memuncak sada bulan Mei 2015 sehingga menyebabkan pisah
selama Kurang Lebih 1 {satu) tahun 6 bulan;

4. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
dikarenakan sudah tidak adanya kecocckan dalam hidup rumah tangga
antara Penggugat dengan Tergugat, terutama masalah Tergugat diketahui
selingkuh selama 2 tahun, diketahui menikah sin dan Tergugat sudah tidak
mamberikan Nafkah lahir dan bathin,;

5. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat
dengan Targugat telah ditempuh musyawarah namun usaha tersebut tidak
berhasil ;

6. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah
tidak dapat dipertahankan [agi dan sudah tidak ada harapan berumah
tangga dengan tentram dan damai maka Penggugat berketetapan hati untuk
memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dar semua pilihan yang ada |

7. Bahwa atas tindakan dan perbuatan tergugat tersebut mengakibatkan
penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan dan menyebabkan
kekecewaan penggugat kepada tergugat yang dikhawatirkan tidak dapat
menjalankan kewajiban sebagai isti yang solihah, sehingga tujuan
perkawinan yaitu membina rumah tangga yang bahagia tidak akan terwujud;
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Disclaimer
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8. Bahwa dizsamping Gugatan tersebut Penggugat memohon agar kedua anak
tersebut diatas ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat sebagai ibu dari
kedua anak terseblit

8. Bahwa permohonan hak asuh tersebut dikarengkan kedua anak tersebut
masih dibawah umur dan perle kasih sayang ibunya, dan selama ini sehari-
hari diasuh dan dekat bersama ibunya.;

Bahws berdasarkan uraian tersebut diatas, Gugatan Penggugat telah
memenuhi atasan perceralan sebagaimana diatur dalam pasal 19 hurup (f) PP
Mo. 9 tahun 1975 je pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum |slam, maka
penggugat memohon kepada Yih. Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan
putusan sebagei berikut ;

DALAMA POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat,

Z, Menjatuhkan Thalaq Satu Bain Sughro Tergugat_
N - Pongguoq: N

3. Menetapkan hak asuh kedua amak fersebut yang bernama 1. Elvaretta
Nurputri Andriana lahir 11 Mei 2007. 2. Muhammad EHlarcugi Putra
Andriana [ahir 17 September 2014, Pada penggugat yaitu ibu dari kedus

anak tersebut.
4, Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum ;
ATAU

Apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmaiaya berpendapat lain maka dalam

peradilan yang baik mchen kepuiusan yang seadil-adinya (Ex Aeguo Et

Bono |

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugsat telah menguasakan kepada

kuasa hukum SALEH CAHYANA, SH dan IRFAN SAFEIl SH Advokat dan
Penasehat Hukum yang mengambil domisili di J.. HZ. Mustopa No. 208
Cihideung Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20
Agustus 2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya dengan Nomor 1554/Req. K/i2015/PA.Tmk. tanggatl 20 Sepntember
20186;
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Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut
diatas, dan memeriksa pula Karlu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang
bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Panggugat diwsakili
Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut menurut relaas Momor 1384/Pdt. G/2016/PA Tmk tanggal 03
Oktober 2016 dan 04 Nopember 2016 yang dibacakan di dalam sidang,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya
agar berplkir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapl Kuasa Penggugat
tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat,

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan pafut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugaten
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa
Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Surat:

a. Foloxopi KTP atas nama [
I (~org9921) Nomo N =naga 24

09-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya,
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, {alu cleh Ketua Majelis diberi tanda
P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akita Nikah Nomor : 3158/30//11/2006 Tanggal 10 Juli
2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang
Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu cleh Ketua
Majelis diberi tanda P.2;
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B. Saksi:

1. _ umur 58 tahun, agama Islam,
pekerjaan guru, tempat kediaman di Kp. Sindanggalin RT.03 RW. 11,
Keiurahar Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, dibawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki
huburgan dengan Penggugat sebagai Ibu kandung;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada
08 Jul 2006,

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dan
dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
lebih sejak 2014, sudah tidak rukun lagi serinig terjadi pertengkaran;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebul sering dilihat dan didengar flangsung;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
hamonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan
karena Tergugat menikah lagi dan Tergugat kurang memberi
nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima
dengan keadaan tersebut;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah rumah sejak Seplember 2016 sampai derigan sekarang dan
sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
mearukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil:

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan
tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

- Bahwa anak-anak Penggugal dan Tergugat dipelihara oleh
Penggugat dan dalam keadaan sehat dan baik;

Bahwa anak-anak tersebut sebaiknya dipelihara oleh Penggugat;
2—mur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang,
tempat kediaman di Kp. Sindanggalih RT.03 RW.11, Kalurahan
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Kahuripan, HKecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, dibawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai kakak ipar;

- Bahwa, saksi mengetatui Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang sah yang menikah pada 08 Juli 2008;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat
dan dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah ftidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran tahun 2014 yang mengakibatkan antara Penggugat
dan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2018 sampai
dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan
Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut dilihat dan didengar langsung sebanyak 3 kali;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebaly perselisihan dan pertengkaran
Pangougat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menikah lagi
dan Tergugat kurang memberi natkah kepada Penggugat, sehingga
Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Penggugsat dan Tergugat akan tetapi tidak berbasil:

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan
Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada
haraparn dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya
lekit baik bercerai;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh
Penggugsat dan dalam keadaan sehat dan baik;

- Bahwa anak-anak tersebut sebaiknya dipelihara cleh Penggugat:

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang
pada pockoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan
tuntutan Penggugat,

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbarig, bahwa Majelis Hakim telah mameriksa Surat Kuasa Khusus
Fenggugat tertanggal 20 Agusius 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor
1554/Reg K/2016/FA TmK. tanggal 20 September 2018, ternyata telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agiing Rl Nomar
6 Tahun 1894 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula
memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat {KTPA} Kuasa Penggugat, dan
temyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan
bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjak pambern bantuan hukun yang sah
sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa
Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aguo sebagai acdvokat
profesional:

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
sesUai ketentuan Pasal 26 ayat {1) Peraturan Pemerintah Nomor 9@ Tahun
1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, hahwa cleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, hahwa sesuai dengan Pasal 398 Undang-undang Nemor 1
Tahun 1874, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
cdengan Undang-undang Momor 50 Tahun 2008, jo. Pasal 115 Kompilasi
Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha
semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa
membina rumah tangga dengan rukun dan harmoriis akan tetapi tidak berhasil,
oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dalam perkara aguo, maka Majelis tidak dapat memerintahkan
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Disclaimer
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para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi
dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan
sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil qugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dall gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua crang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 {Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat
tingoal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat {voffediy en bindends bewiiskrachl);

Menimbang, bahwa bukli P2 (Fotokopi Kutpan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat
dan Tergugat sebagal stami isten, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal
165 HIR bukti tersebut felah memenuhi syarat formal dan materiil, sers
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempuma dan mengikat (voledig en
bindande bewijskrachi};

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2} Peraturan
Pemerintah Nomor S Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Istam. Saksi
1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan

Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, adalah fakta yang sering dilihat dan didengar langsung

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, cleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi
tersebut memifiki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugal, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Fasal 22 ayat (2} Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 1875 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum [slam. Sakst
2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenal hubungan
Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar langsung sebanyak 3 kali

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saks]
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukt;

Menimbang, bahwa hketerangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua crang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2
Penggugat, terbukli fakia kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya:

2.  Bahwa Penggugat dan Tergugal merupakan suami isteri yang menikah
pada tanggal 08 Juli 2006 di Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya,

}. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
dan dikaruniai 2 orang anak;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2014 hingga
saat ind sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa perselisinan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
disebabkan Karena Tergugat menikah lagi dan Tergugat kurang memben
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nafkah kepada Penggugal, sehingga Penggugat tidak menerima dengan
keadaan tersebut;

6. Babhwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat
dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sejak September 2016 dan
salama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak
melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana
layaknya suami ister;

7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan
Tergugat dan sudab ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena
Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

% Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan
Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam
rumah tangga;

9. Bahwz anak Penggugat dan Tergugat sekarang dipelihara oleh
Penggugat dan dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disirnpulikan faida hukum sebagai berikut:

}. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Isiam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isterl yang
sah;

3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun,
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus,

4, Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasi,

5. Bahwa, numah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage
hreakdown) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak ada harapan untuk diperahankan lagi {onhes! baar
tweasspalt);

6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan
yang melawan hukum,
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7. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz, sehingga
Penggugat berhak memelibara anak-anak tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat
mengkonsiituir sebagai berikut:

!. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama !slam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 48 ayat {1} dan {2}, jo.
pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat
(1) Undang-undang Nomer 1 Tahun 1874, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor @ Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, perkarz ini merupakan kompetensi relatif Pengaditan Agama Kota
Tasikmataya;

2, Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan
belum pemah tetjadi perceraian menurut hukum dan  perundang-
undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomar 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai
hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa
perkawinan dalam perkara inf (persona standi in fudicio), dan perkara ini
menjadi kampetensi absolut Pengadilan Agama;

3.  Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus,

4,  Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk
bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah
terdapat kebencian yang memuncak dar Penggugat terhadap Tergugat,
dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
pendapat ahli fkih dalam kitzb Al-lgna juz Il halaman 133 yag dijadikan
sebagai pendapat Majelis sebagai berikut.

L | » - - * L] - - * “ b | ]
Gith |alil) age (3l Ly b da g3t &8 pas i Ly
Artinya: ‘Disaat isiri telah memuncak rasa tidak suka terhadap soaminya,

maka hakim diperkenankan menjatuhbkan talak (suami) nya dengan lalak
satu;
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5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan
untuk dipertahankan lagi {onheel baar fweespalf}, sehingga tujuan
pemikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah
sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1874, jo.
Pasal 3 Kompilast Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an
Surat ar Rum [30] ayat 21, lelah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga
Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk
dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebin besar darni
pada manfaalnya, padahal menaolak mafsadat diutamakan danpada
mengharap maslahat, sasuai dengan Qoidah Figiyah;

allaall gl o pdia dealiall g

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan®
7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun,
telan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tanggs, maka fakta
hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur
dalam Pasal 19 huruf {f) Peraturan Pemerintah Nomor € tahun 1575 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum 1slam, sehingga gugatan Penggugat
patut untuk dikabulkan;
3. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan
yang melawan hukum (onrecitmalige daad), maka sesuai Pasal 125 (1)
HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstak,
5. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan tergugat tergoleng belum
mumayyiz {dewasa) dan secara de fakto sekarang Ini sehari-harinya
diasuh serta dipelihara oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan
pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (a) Kempilasi Hukum islam, dan
Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam
kitab af Bajuri fuz i halaman 185 sebagai berikut :
aicany G ogh M3 lede 415 2 35 0800 G4
Artinya ;| ' Apabila seorang laki-aki beroerai dengan istennya, dan dia
mempunyai anak dari perkawihannya dengan isterinya itu, maka

isterinya lebih berhak untuk memeliharanya " |
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Drs. M. Jam sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri cleh Kuasa Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggcta Ketua Maijelis

'arllanl S. Ag., MH. " Toha Marup, S.Ag., MA.
Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Haed

Drs. M. Jam

Perincian Biaya.

1. Pendaftaran ; Rp. 30.000-
2. Proses : Rp. 40.000,-
3. Panggilan : Rp. 410.000,-
4, Redaksi : Rp. 5.000,-
5. materai ] Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.  491.000,-

{empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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